Pasal 10

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jabatan kritikal dan
standar kompetensi jabtan serta melaporkan kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

(2) Jabatan kritikal sebagaimana dimkasud pada ayat (1) disusun
berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan.

(3} Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan jabatan kritikal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan
pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, dan jabatan
fungsional.

Pasal 11

(1) Analisis kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b didasarkan pada rencana pembangunan
jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Daerah
yang terjabar dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta
strategi.

(2) Pemerintah Daerah menyusun analisis kebutuhan talenta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas
dan fungsi, serta jabatan kritikal.

(3) Tim Manajemen Talenta Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyusun analisis
kebutuhan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan jabatan kritikal yang ditetapkan dengan
mengacu pada prioritas pembangunan Daerah.

Pasal 12

(1) Penetapan strategi akuisisi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 huruf ¢ didasarkan pada analisis kebutuhan
talenta.

(2) Dalam rangka penetapan strategi akuisisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun
strategi akuisisi dengan mekanisme:

a. membangun talenta internal instansi;
b. merekrut talenta baru (Calon PNS dan/atau PPPK);
c. mutasi dan/atau promosi talenta antar instansi;
dan/atau
d. penugasan atau penugasan khusus talenta.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan strategi akuisisi



talenta sebagai dasar dalam identifikasi, penilaian dan
pemetaan talenta di ingkungan instansinya.

Pasal 13

(1) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diperuntukkan bagi
kandidat talenta yang berasal dari PNS, termasuk calon
PNS.

(2) Identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta terhadap
kandidat talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui metode :

a. pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan yang
terdiri dari:

1. di atas ekspetasi;
2.sesuai ekspetasi; dan
3.di bawah ekspetasi.

b. penentuan tingkatan potensial dalam kategori tinggi,
menengah, dan rendah melalui assessment center, uji
kompetensi, rekam jejak jabatan, dan/atau pertimbangan
lain sesuai kebutuhan instansi.

(3) Metode identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Hasil Penilaian Kinerja selama melaksanakan tugas
jabatan yang terdistribusi dalam unit dan/atau
instansi.

b. Assesment Center untuk mengukur/menilai potensi
talenta yang meliputi:

1. kemampuan intelektual;

2.kemampuan interpersonal;

3. kesadaran diri (self awareness);

4.kemampuan berpikir kritis dan strategis (critical and

strategic thinking);
5.kemampuan menyelesaikan permasalahan (problem
soluving);

6. kecerdasan emosional (emotional quotient);

7-kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri
(growth mindset), serta motivasi; dan

8.komitmen (grif) talenta.

c. Uji Kompetensi yang dilakukan oleh assessor secara

objektif dalam rangka pemetaan talenta yang mencakup
pengukuran :
1. Kompetensi Teknis;
2.Kompetensi Manajerial; dan
3.Kompetensi Sosial Kultural;

d. Rekam jejak jabatan, antara lain :



1. aspek pendidikan formal;
2. pendidikan dan pelatihan;
3.pengalaman dalam jabatan; dan
4.integritas dan moralitas.
e. Perimbangan lain yang terdiri dari:
1. kualifikasi pendidikan sesuai rumpun jabatan;
2. preferensi karier; dan
3. pengalaman kepemimpinan organisasi.

Pasal 14

(1) Pemetaan talenta dilakukan terhadap seluruh pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) pada tiap
jenjang jabatan, yakni jabatan pimpinan tinggi, jabatan
administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan
jabatan pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Pemetaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Tim Manajemen Talenta PNS Daerah melalui
penghimpunan talenta yang menempati kotak ke-9
(sembilan) pada masing-masing Instansi.

Pasal 15

(1) Pemetaan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2) bertujuan untuk menentukan talenta yang masuk ke
dalam 9 (sembilan) dan/atau kelompok rencana suksesi dan
rekomendasi tindak lanjut.

(2) Talenta yang telah dipetakan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 14 selanjutnya dapat dilaksanakan :

a. pengembangan talenta dan retensi talenta; dan /atau
b. penempatan talenta yang termasuk dalam kotak 9
(sembilan) dan /atau kelompok rencana suksesi.

(3) Pemetaan talenta ke dalam kotak 9 (sembilan) dan
rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Tim Manajemen Talenta Pemerintah Daerah menominasikan
talenta yang masuk dalam kelompok rencana suksesi untuk
mengisi jabatan Kritikal atau jabatan yang sedang/akan
lowong sesuai kebutuhan.

(2) Tim Manajemen Talenta PNS menetapkan kelompok



berdasarkan nominasi sebagaimnana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 17

Dalam hal dibutuhkan talenta dalam waktu cepat dan/atau
dibutuhkan talenta dengan keahlian/kompetensi tertentu, dapat
dilakukan pencarian talenta yang ditindaklanjuti melalui
mekanisme mutasi/rotasi antar instansi atau penempatan
talenta melalui mekanisme penugasan atau penugasan khusus.

Bagian Ketiga
Pengembangan Talenta

Pasal 18

(1) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui :

a. akselerasi karier;

b. pengembangan kompetensi talenta; dan
c. peningkatan kualifikasi talenta.

(2) Pelaksanaan pengembangan talenta  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat yang
dimulai dari urutan tertinggi pada kotak manajemen
talenta.

Pasal 19

(1) Pelaksanaan pengembangan talenta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilaksanakan
melalui sekolah kader.

(2) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

a. corporate university dengan metode klasikal
dan nonklasikal;

b. pembelajaran di dalam dan luar kantor; dan

c. bentuk pengembangan kompetensi lainya.

(3) Pengembangan talenta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui tugas
belajar.



Bagian Keempat
Retensi Talenta

Pasal 20

(1) Retensi talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ bertujuan untuk mempertahankan posisi talenta
dalam kelompok rencana suksesi sebagai suksesor yang
akan menduduki jabatan target.

(2) Retensi talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui :
a.rencana suksesi;
b.rotasi jabatan;

c. pengayaan jabatan;
d.perluasan jabatan; dan
e.penghargaan.

Pasal 21

(1) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 15 ayat (1) memuat :

a. nama-nama suksesor dalam kelompok rencana suksesi;
b. urutan penempatan suksesor dalam jabatan target; dan
c. proyeksi penempatan posisi dan waktu.

(2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan hasil pemetaan talenta
dengan memperhatikan jabatan target dan informasi
lowongan jabatan dalam Sistem Informasi ASN dan Sistem
Informasi Manajemen Karier Nasional yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

(3) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan kelompok
rencana suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1).

Pasal 22

(1) PNS yang masuk ke dalam kelompok rencana suksesi
diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Penghargaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada sistem, budaya, peraturan, serta
kebutuhan Instansi.

(3) Penghargaan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dibuat berbeda satu sama lain.



Bagian Kelima
Penempatan Talenta

Pasal 23

(1) Penempatan talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf d didasarkan pada rencana suksesi dengan
mengacu pada perumpunan berdasarkan kebutuhan
strategis Instansi Pemerintah Daerah dan/atau arah
pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan
jangka panjang yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(2) Penempatan talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan pada lintas Instansi Pemerintah, sesuai
dengan kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah.

(3) Talenta yang termasuk dalam kotak 9 (sembilan) dapat
ditempatkan secara langsung pada jabatan target.

Bagian Keenam
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf e dilaksanakan secara periodik oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tahap pengembangan, retensi, dan
penempatan.

(3) Suksesor yang telah ditempatkan pada jabatan kritikal
dilakukan monitoring dan evaluasi selama 3 (tiga) tahun
untuk dilakukan penempatan kembali dalam jabatan.

(4) Penempatan kembali dalam jabatan dapat berupa promosi
atau penempatan jabatan lain yang setara sesuai dengan
hasil evaluasi dan kebutuhan pengisian jabatan kritikal
selanjutnya.

BAB IV
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TALENTA

Pasal 25
Manajemen talenta PNS merupakan bagian dari Manajemen

Pengembangan Karier Nasional yang dilaksanakan melalui
mutasi dan/atau promosi



Pasal 26

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi
Manajemen Talenta PNS yang terintegrasi secara nasional
dengan Sistem Informasi ASN.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Manajemen Talenta PNS bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal & Do@mber 2022

5 . “~BUPATI POSO,
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KINERJA
SESUAI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POSO

NOMOR 2% TAHUN 2022

TENTANG
MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

KOTAK MANAJEMEN TALENTA (TALENT MANAGEMENT BOX)

DIBAWAH

DIATAS
EKSPEKTASI

EKSPEKTASI
EKSPEKTASI

4 7 9
Kinerja di Kinerja di atas Kinerja di
atas ekspektasi dan atas
ckspektasi dan potensial ekspektasi
potensial menengah dan potensial
rendah tinggi
2 5 8
Kinerja Kinerja sesuai Kinerja
sesuai ekspektasi dan sesuai
ekspektasi dan potensial ekspektasi
potensial menengah dan potensial
rendah tinggi
1 3 6
Kinerja di Kinerja di bawah Kinerja di
bawah ekspektasi dan bawah
cekspektasi dan potensial ekspektasi
potensial menengah dan potensial
rendah tinggi
RENDAH MENENGAH TINGGI

POTENSIAL




II. REKOMENDASI

potensial tinggi

KOTAK KATEGORI REKOMENDASI
1. Dipromosikan dan dipertahankan
9 Kinerja di atas 2.Masuk Kelompok Rencana Suksesi
ekspektasi dan Instansi
potensial tinggi / Nasional
3. Penghargaan
1. Dipertahankan
8 Kinerja sesuai 2.Masuk Kelompok Rencana Suksesi
ekspektasi dan Instansi

3. Rotasi/Perluasanjabatan
4.Bimbingan kinerja

Kinerja di atas
7 ekspektasi dan
potensial menengah

1. Dipertahankan

2.Masuk Kelompok Rencana Suksesi
Instansi

3. Rotasi/Pengayaan jabatan

4.Pengembangan kompetensi

5. Tugas belajar

Kinerja di bawah
6 ekspektasi dan
Potensial tinggi

1. Penempatan yang sesuai
2. Bimbingan kinerja
3. Konseling kinerja

Kinerja sesuai ekspektasi
o dan Potensial
menengah

1. Penempatan yang sesuai
2. Bimbingan kinerja
3. Pengembangan kompetensi

Kinerja diatas 1. Rotasi
3 ekspektasi dan potensial | 2. Pengembangan kompetensi
rendah
1. Bimbingan kinerja
a3 Kinerja di bawah 2. Konseling kinerja
ekspektasi dan 3. Pengembangan kompetensi
potensial menengah 4. Penempatan yang sesuai
Kinerja sesuai ekspektasi | 1. Bimbingan kinerja
2 dan Potensial rendah| 2. Pengembangan kompetensi

3. Penempatan yang sesuai

Kinerja di bawah
1 ekspektasi dan potensial
rendah

Diproses sesuai ketentuan
peraturan perundangan
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